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(IT MIGHT BE DIFFICULT TO ADMIT, BUT IN 
FACT WE ARE A SOCIETY OF LAWBREAKERS, 
ROBERT ELIAS) 

Salah satu sasaran pembangunan dalarn orde baru yang telah 
dicanangkan oleh pemerintah adalah "pernbangunan rnanusia 
Indonesia seutuhnya" agar terwujud rnasyarakat adil dan rnak­
rnur. Pernbangunan rnanusia Indonesia seutuhnya tidak terbatas 
bagi rnasyarakat yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang baik 
akan tetapi rneliputi seluruh lapisan rnasyarakat termasuk para 
narapidana. Narapidana sebagai bagian dari warga negara pan­
tas dihargai dan berhak mendapat tern pat dalarn pergaulan sosial 
sesuai dengan harkat dan martabatnya. Acapkali Narapidana 
mengalarni kesulitan dalam pergaulan sosial karena di mata se­
bagian masyarakat narapidana tersebut dikelornpokkan sebagai 
orang-orang yang dicurigai, yang pekerjaannya menggangu 
ketertiban dan keamanan masyarakat. Narapidana di mata 
m asyarakat adalah kelornpok masyarakat yang harus diwaspadai 
dan diasingkan dari pergaulan sosial. 

Anggapan bahwa narapidana adalah orang-orang yang 
harus dicurigai ternyata ~iungkapkan oleh Harry Elmer Barnes 
dan Negley K. Teeters dalam tulisannya berikut: 

r the prisoner or the ex-prisoner is marked man- a human dog to 
whom a bad name has been given. He is called a "convict" or ex 
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Tindakan rnasyarakat yang rnernbuat jarak terhadap narapi­
dana dengan rnencurigai dan mengasingkan rnereka dari pergau­
lan sosial sudah barang tentu dapat rnenimbulkan hal-hal yang 
tidak kita inginkan misalnya rnunculnya rasa dendarn dari 
narapidana yang bersangkutan terhadap rnasyarakat. Sikap 
rnasyarakat yang demikian tidak saja rnengharnbat proses sosial­
isasi tetapi juga merupakan faktor krirninogen. 

Romli Atrnasasrnita mengemukakan opini rnasyarakat ter-
hadap pelaku kejahatan sebagai berikut: 

dilain pihak, kita sering mendengar dari masyarakat bahkan cen­
derung merupakan suatu kebiasaan di mana pandangan terhadap 
seseorang pelaku kejahatan sering (selalu) negatif. Terdapat kesan 
bahwa pelnku kejahata n tidak layak mem peroleh perlindungan 
hukum sebagai.n:1ana halnya korban kejihatan.2 

Pada umumnya masyarakat menernpatkan narapidana s~l:Ja­
gai objek, padahal didalam penjelasan Undi:mg-undang Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan secara 
tcgas discbutkan bahwa narapidana bukan saja obyek rnelainkan 
juga subyek yang tidak berbeda dari rnanusia lainnya yang se­
waktu-waktu dapat melakukan kekhilafan yang dapat dikenakan 
pidana sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas 
adalah faktor-faktor yang dapat rnenyebabkan narapidana ber­
buat hal-hal yang. bertentangan dengan hukum; kesusilaan; 
agama; ata u kewajiban-kewajiban sosial lain yang d apat 
dikenakan pidana. · 

Sungguh rnerupakan hal yang tidak menguntungkan bagi 
petugas lembaga pemasyarakatan yang begitu giat.dan sungguh­
sungguh mcmbina narapidana agar kembali ke jalan yang benar, 
akan tetapi ternyata masyarakat rnasih memberikan "stigma" 
(noda atau cap) terhadap narapidana sebagai orang jaha~: 
Benarkah masyarakat tidak pernah rnelakukan kejahatan ? J.E. 
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Sahetapy memberikan jawaban sebagai berikut: 

Sudap barang tentu ada orang-orang yang serta merta menyatakan 
bahwa mereka tidak pemah melakukan kejahatan atau sesuatu 
perbuatan yang dinamakan kejahatan. Bukankah mereka adalah 
orang-orang yang baik, yang sopan, yang terhormat? akan tetapi 
sebalikny,a, adapula orang-orang yang menantang menyatakan : 
siapakah diantara kita yang belum pemah melakukan apa yang 
dinamakan kejahatan. 3 

Stigma (noda a tau cap) yang di alami narapidana, sebenarnya 
merupakan konsekuensi logis dari suatu pemidanaan yang telah 
ada sejak dahu.lu kala. Dengan stigma tersebut, narapidana tidak 
bebas mengadakan kontak sosial dengan masyarakat lainnya. 
Mereka merasa terasing dan terpojok dengan sikap masyarakat 
yang sinis dan tidak mau tahu, hal mana mengakibatkan penderi­
taan psikis bagi narapidana yang bersangkutan. Kondisi narapi­
dana yang demikian memerlukan perhatian, tidak saja dari 
pemeriritah melalui petugasnya akan tetapi juga dari masyarakat 
s-ecara keseluruhan. Pembinaan terhadap narapidana tidak bisa 
mengandalkan pada petugas lembaga pemasyarakatan saja akan 
tetnpi harus melibatkan s gala instansi terkait termasuk 
masyarakat, agar sasaran pembinaan narapidana tersebut dapat 
diwujudkan sesuai dengan harapan. Membiarkan narapidana 
dalam suasana yang tidak menguntungkan bukanlah jalan keluar 
yang baik. 

Kejahatan sebagai masalah sosial 

James W. Coleman memulai tulisannya dengan me-
ngungkapkan hal berikut : 

crime has become one of the greatest public concern of our time. 
Television, radio, and the newsiapers are filled with shocking 
account of murder and mayhem. 

Kejaha tan yang dikernukakan oleh James W. Coleman di a tas 

3 



terjadi di masyarakat kita bahkan dengan cara-cara yang sangat 
keji; misalnya pembunuhan yang dilanjutkan dengan pemoto­
ngan mayat dan pembunuhan terhadap anak jalanan yang dida­
hului dengan sodomi. Dalam suatu kehidupan masyarakat yang 
semakin kompetitif dan teknologi yang semakin canggih, sudah 
barang tenhi kejahatan pun semakin meningkat sesuai dengan 
kondisi masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, keja­
hatan yang terjadi dewasa ini tidak terbatas lagi pada kejahatan 
konvensional seperti: white collar crime dan kolusi. Kesemuanya 
itu terjadi akibat pelbagai hal sebagaimana ditulis oleh Kartini 
Kartono berikut : 

Kondisi lingkungan dengan perubahan-perubahan yang cepat, 
norma- norma dan sanksi sosial yang semakin longgar serta ma­
cam-macam sub kultur dan kebudayaan asing yang saling berkon­
flik, semua faktor itu memberikan pengaruh yang mengacau dan 
memunculkan diss_Jrganisasi dalam masyarakatnya. Muncullah 
banyak kejahatan. ~ · 

Masyarakat kita hidup dalam suasana perkembangan 
teknologi yang semakin canggih sehingga dihadapkan pada 
masalah-masalah sosial di mana adaptasinya tidak mudah. Ke­
sulitan untuk mengadakan adaptasi terhadap masalah-masalah 
sosial yang dimaksud akan mengakibatkan terjadinya kebingu­
ngan, kecemasan yang dapat merangsang orang · mengem­
bangkan perilaku yang menyimpang. Masyarakat yang belum 
mampu menganalisis baik buruknya pengaruh suatu ke­
budayaan akan mudah terjerumus ke dalam suatu tindakan yang 
bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 
Jika masyarakat tidak mampu untuk mengatasi berbagai 
masalah-masalah sosial yang dimaksud, maka pada gilirannya 
akan terjadi keputusasaan dan apatis yang mengakibatkan 
masyarakat menjadi korban. 

Kurangnya perhatian dan menurunnya wibawa dari orang 
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tua dan para pendidik, serta kurangnya keteladanan dari para 
pemimpin karena munculnya kemunafikan, merupakan faktor­
faktor yang perlu dibenahi agar generasi mendatang terhindar 
dari pelbagai masalah sosial. 

Dalam lapangan kriminologi ada sebagian sarjana yang 
meyakini bahwa kejahatan dapat diakibatkan oleh pengaruh 
lingkungan yang buruk. Oleh karena itu rnasyarakat sebagai 
lingkungan sosial di mana seseorang itu hid up dan bergaul dapat 
rnernpengaruhi pola hidup dan pola pikir seseorang. Acapkali 
kita dapat rnenyirnpulkan rnelalui tingkah laku seseorang dari 
rnasyarakat mana dia berasal. Dengan dernikian rnasyarakat, 
keluarga, dan sekolah sebagai lingkungan sosial dapat rnernbawa 
pengaruh positif maupun negatif terhadap seseorang. Kondisi 
sosial ekonomi rnasyarakat yang tidak baik terkadang rnenjadi 
bahan untuk mernudahkan terjadinya perilaku yang menyirn­
pang. KetidakmalJlpuan untuk rnenghadapi rnasa depan yang 
semakin tidak jelas, terkadang mernbuat seseorang mengambil 
jalan pintas dengan melakukan perbuatan melanggar hukum. 
Orang-orang yang tidak rnarnpu rnelakukan penyesuaian ter­
hadap lingkungannya, cenderung menyirnpang dari norma­
norma yang berlaku di masyarakat. Mereka mencari kepuasan 
dengan rnelakukan perbuatan yang menyirnpang rnisalnya de­
ngan mempergunakan obat-obat terlarang seperti ecstasy. 

Pernerataan pernbangunan ke seluruh pelosok tanah air dan 
penyerapan tenaga kerja yang merata rnerupakan langkah yang 
baik untuk melibatkan rnasyarakat dalam pernbangunan 
nasional. Keterlibatan masyarakat dalam pernbangunan akan 
rnemudahkan pemerintah rnewujudkan tujuan pernbangunan 
yaitu masyarakat adil dan rnakmur. Dengan sernakin tersedianya 
lapangan pekerjaan, baik yang formal rnaupun informal, akan 
rnengarahkan masyarakat menjadi insan yang baik dan tangguh 
menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Kita sadari 
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sepenuhnya bahwa pernbangunan itu rnernerlukan pengorbanan 
akan tetapi harus diingat bahwa pernbangunan itu adalah untuk 
kepentingan rnasyarakat pada urnurnnya; bukan untuk kepen­
tingan sekelornpok rnasyarakat tertentu. Munculnya kecernbu­
ruan sosial tiada lain karena pernbangunan baru dinikrnati se­
bagian rnasyarakat. 

Pernbangunan dalarn berbagai bidang seperti pendidikan, 
politik, dan ekonorni harus diusahakan secara berkesinarn­
bungan dan rnerata di seluruh daerah derni terwujudnya 
rnasyarakat yang adil dan rnakrnur. Sistern pendidikan dan ek­
onorni yang baik akan rnengantarkan rnasyarakat ke suasana 
yang rnarnpu rnernaharni persoalan secara bijak dan rasionat 
sedangkan penataan ekonorni yang baik selain rnarnpu rne­
ningkatkan pendapatan rnasyarakat juga rnarnpu bersaing de­
ngan negara-negara lain dalarn pasar internasional. Akan tetapi 
perlu disadari sebelumnya bahwq ekonorni sebagai infra struktur 
dapat rnernpengaruhi bahkan rnengendalikan bidang-bidang lain 
seperti pendidikan rnaupun politik. Dengan rnengutip pendapat 
Karl Marx, dapat disirnpulkan : 

hllbungan sosial nntara orang tergantung dari hubungan ekono­
mis, yakni hubungan orang-orang dengan barang-ba rang. 6 

Kesernuanya itu rnenggarnbarkan pada kita·bahwa pada saat 
tertentu ketergantungan rnasyarakat pada rnateri (uang) sernakin 
besar sebagairnana dikernukakan oleh M. Harvey Brenner 
berikut: 

di dalam transformasi politik ini, indikator utama kedudukan 
sosial bergeser dari indikator yang semula didasarkan pada 
hubungan kekeluargaan dalam struktur sosial, menjadi indikator 
yang didasarkan pada prestasi ekonomi di dalam sektor industri. 
Dengan demikian prestasi di biCiang ekonomi itu sendiri semakin 
lama akhimya menjadi cermin pengertian nilai-nilai sosial di 
dalam masyarakat. Akibat tambahan lainnya sumber-sumber inte-
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grasi masyarakat yang didasarkan pada ikatan saling hubungan 
.k . 7 e onom1s. 

Semakin sempitnya lapangan pekerjaan, tingginya harga 
barang-barang kebutuhan s~hari-hari dan ketidakmampuan 
membatasi keinginan bisa menjadi faktor yang mengakibatkan 
begitu besarnya pengaruh ekonomi terhadap perilaku manusia. 
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa para penjahat tidak 
segan-segan menghabisi nyawa seseorang demi uang. Peram­
pokan terhadap bank maupun perampokan terhadap pribadi, 
menunjukkan keserakahan terhadap uang tersebut merupakan 
salah satu faktor terjadinya kejahatan seperti yang dikemukakan 
oleh A.C. German dan Frank D. Day berikut: 

why do people commit crime ? Answer pour forth : they are 
ignorant of the law; they are greedy for money or power or fame; 
they are indefferent to society; they wish to show-off; they feel that 
Laws are unnecessary restriction on their freedom .8 

Walaupun kejahatan itu merupakan perbuatan yang anti 
sosial yang terdapat di mana-mana namun kejahatan itu meru­
pakan gejala umum yang harus diterima sebagai fakta sosial. 
Kejahatan itu ibarat penyakit yang tidak mengenal batas usia. 
Kejahatan tidak mungkin dihapuskan karena kejahatan tumbuh 
dan berkembang sejalan dengan keberadaan manusia itu sendiri. 
Dengan kata lain kejahatan itu merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari kehidupan manusia. Menanggulangi kejahatan 
bukanlah untuk menghapus kejahatan akan tetapi menekan per­
tumbuhan kejahatan itu sendiri .• 

Dalam usaha menanggulangi kejahatan tersebut acapkali ter­
jadi efek sampingan seperti dikemukakan oleh Arif Gosita 
berikut: 

Sebagai suatu kenyataan sosial, masalah kriminalitas ini tidak da­
pat dihindari dan memang selalu ada. Sehingga wajar hila menim-
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bulkan keresahan, karena kriminalitas dianggap sebagai suatu 
gangguan· terhadap kesejahteraan penduduk daerah perkotaan 
serta lingkungannya. Sehubungan dengan keadaan ini penduduk 
dan pemerintah membuat reaksi untuk memberantas masalah 
kriminalitas. Tetapi sayang sekali, kerap kali usaha ini tidak me· 
muaskan. Bahkan usaha pemberantasannya, kecuali tidak mengu-

' rangi kriminalitas, malah hal itu sendiri merupakan kriminalitas 
atau menimbulkan kriminalitas lain. Hal ini dapat dicontohkan 
misalnya suatu penguasa yang dalam keadaan panik menghadapi 
keadaan tertentu, mengambil tindakan yang drastis dan merugi-
kan yang ditindak.9 · 

Memang harus kita akui bahwa polisi dalam melaksanakan 
tugasnya tidak semudah yang kita perkirakan. Acapkali polisi 
dihadapkan pada situasi yang sangat gawat, di mana si pelaku 
kejahatan berusaha melakukan perlawanan yang sedemikian 
rupa, misalnya mempergunakan senjata tajam atau pistol. Dalam 
situasi yang demikian, menurut 0emat saya tidak ada pilihan lain 
bagi polisi yang bersangkutan selain melakukan tindakan yang 
kemungkinan besar merugikan si pelaku kejahatan itu sendiri. 
Persoalannya sekarang adalah, apakah situasinya selalu 
demikian? Apakah tidak mungkin manipulasi fakta a tau drama­
tisasi fakta di lapangan? Kita sering membaca di koran adanya 
penembakan terhadap pelaku kejahatan dengan alas an rnelarikan 
diri atau melawan terhadap petugas, benarkah demikian, hanya 
mereka yang tahu. 

Demikian juga mengenai reaksi masyarakat dalarn menang­
gulangi kejahatan acapkali menimbulkan masalah baru. 
Masyarakat tidak segan-segan main hakim sendiri apabila ada 
orang yang tertangkap tangan. Penjahat dipukul.sampai babak 
belur, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Sasaran kema­
rahan masyarakat kadangkala tidak terbatas kepada orang yang 
melakukan kejahatan. Tindakan masyarakat yang tidak terken­
dali merupakan pertanda bahwa nilai- nilai yang ada di 
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masyarakat (norma kesopanan dan norma agama) sudah mulai 
mengendor. Selain main hakim sendiri, ada juga sikap 
masyarakat yang patut disesalkan yaitu tidak melaporkan tindak 
pidana kepihak yang berwajib. Sikap masyarakat yang cen­
derung tidak melaporkan tindak pidana ke pihak yang berwajib 
kemungkinan besar akan mengakibatkan semakin banyaknya 
kejahatan yang tidak terungkap, dan hal seperti ltu akan men­
dorong pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. 

Ada kemungkinan, sikap petugas yang kurang menghargai 
para pelapor sebagai penyebab terjadinya sikap masyarakat yang 
mendiamkankejahatan tertentu . Acapkali dalam praktekseorang 
pelapor bukanmendapa t palayanan yang diharapkan, melainkan 
perlakuan yang m njengkelk n dari pihak yang berwenang. Si­
kap polisi yang tidak ramah, a tau marah-marah terhadap pelapor 
merupakan salah satu sebab mengapa masyarakat cenderung 
untuk tidak melaporkan terjadinya tindak pidana. Dalam kondisi 
perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, harus 
disadari bahwa penanggulangan kejahatan tidak mungkin sepe­
nuhnya mengandalkan pihak kepolisian saja. Peran serta 
rnasyarakat dalam menanggulangi kejahatan rnutlak dipe.dukan, 
oleh karena itu sebaiknya pihak kepolisian memberikan pela­
yanan yang baik terhadap setiap pelapor agar masyarakat ter­
gugah i.mtuk melaporkan kejahatan yang terjadi. Kejahatari.- ke­
jahatan yang terjadi sebagai akibat perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi memerlukan perhatian khusus agar 
masyarakat terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Keresahan 
masyarakat terhadap perkembangan kejahatan yang sedemikian 
rupa hdak hanya terjadi di masyarakat perkotaan tetapi juga di 
masyarakat pedesaan. 

Dengpn memperhatikan perkembangan kejahatan yang se­
makin meningkat, balk kuantitas maupun kualitas, serta mengi­
ngat munculnya kejahatan yang berdimensi ba~u yang belum ada 
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pengaturannya dalam undang-undang, maka perlu kita sadari 
sepenuhnya bahwa penanggulangan kejahatan itu harus melibat­
kan seluruh lapisan masyarakat. 

Persepsi masyarakat terhadap tujuan hukuman 

Bagairnana persepsi rnasyarakat terhadap tujuan hukurnan 
adalah rnerupakan suatu gambaran bagairnana masyarakat me­
nernpatkan pelaku tindak pidana dalarn pergaulan sosial. Dari 
berbagai literatur ilmu pengetahuan hukum pidana kita dapat 
rnengetahui adanya perbedaan persepsi rnasyarakat rnengenai 
tujuan hukurnan. Ada yang rnelihat tujuan hukuman sebagai 
pernbalasan, sebagai pernbinaan, bahkan sebagai pernbalasan 
dan pernbinaan. Sudut pandang rnasyarakat mengenai tujuan 
hukurnan sangat berkaitan dengan tingkat perkernbangan 
pendidikan, sosial budaya, dan pola pikir masyarakat yang ber­
sangkutan. Dalarn suatu rnasyarakat dirnana tingkat pernikiran­
nya belurn berkernbang, pada umurnnya hukurnan itu dilihat 
sebagai suatu pernbalasan yang diungkapkan dengan: "oog om 
oog en tand om tand atau eye for eye, a tooth for a tooth atau a 
life for a life". Hukurnan rnerupakan konsekuensi logis yang 
harus diterirna seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya. 
Dengan dernikian hukuman tersebut rnerupakan suatu penderi­
taan (suffering) bagi pelaku tindak pidana itu sendiri. Bahkan 
menurut Philip Bean penderitaan itu adalah esensi dari hukuman 
hal mana dapat kita ketahui dari tulisannya sebagai berikut: 

the essence of punishment is that involves suffering, or 
in Grotius terms the infliction of an ill suffered for ill done .lO 

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa hukuman itu akan 
menderitakan pelaku kejahatan dan keluarganya. Penderitaan 
yang dialami pelaku tindak pidap.a tidak saja dalam masyarakat 
akan tetapi d1 dalarn penjara seperti ditulis oleh Gresham M. 
Sykes berikut: 
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the deprivation of liberty (kehilangan kemerdekaan); 
the deprivation of Goods and Services (kehilangan barang-barang 
dan pelayanan); 
the deprivation of Heterosexual Relation (kehilangan hubungan 
suami isteri bagi yang menil<ah); 
the deprivation of autonomy (kehilangan otonomi); 
the deprivation of security (kehilangan rasa keamanan)Y 

Begitu banyaknya penderitaan yan[ tarus diderita oleh para 
narapidana sebagai akibat dari hukuman yang dijatuhkan 
~padanya mengakibatkan adanya beberapa sarjana seperti L. H. 
C. Hulsman dan Bernard Shaw menghendaki dihapusnya pi dana 
penjara yang mereka perjuangkan melalui ICOPA (International 
Conference On Prison Abolition). Penderitaan-penderitaan yang 
dikemukakan oleh Gresham M. Sykes di atas merupakan ken­
yataan yang dapat kita jumpai di berbagai Lembaga Pe­
masyarakatan di tanah air k.ita. Bahkan pernah kita mendengar 
melalui mass media ada narapidana 'yang meninggal dunia di 
Lembaga Pemasyarakatan karena perlakuan yang tidak 
manusiawi dari petugas. Semua orang sependapat bahwa orang 
yang bersalah har us dihukum adalah merupakan prinsip utama 
dalam penegakan hukum, namun hukuman jangan dilihat s ba­
gai pembalasan rnelainkan sebagai sarana pembinaan bagi pelaku 
tindak pidana yang bersangkutan. 

Michael Cavadino dan James Dignan juga mengungkapkan 
bahwa pidana penjara mengakibatkan pelbagai penderitaan se­
bagai berikut: 

imprisonment, for example causes phisical discomfort, psycholo­
gical pain, indignity and general unhappines along with a variety 
of other disadvantages (such as impaired prospect for employment 
and sociallife).12 

,Penderitaan pisik, pen<feritaan psikis, bahkan ketidakba­
hagiaan merupakan bagian dari perjalanan hidup yang 1!\elekat 
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pada diri narapidana selama menjalani hukuman di Lembaga 
Pemasyrakatan. Tumpukan derita yang dialarni para narapidana 
acapkali mendorong mereka melakukan perbuatan-perbuatan 
yang tidak diharapkan, misalnya melarikan diri dari Lembaga 
Pemasyarakatan atau bahkan berkelahi dengan sesarna narapi­
dana. Kruau kita arnati kehjdupan para narapidana di Lembagn 
Pemasyarakatan, selain kebebasan yang dibatasi, ada kesan ba­
hwa mereka <~dalah masyarakat yang diasingkan dari pergaulan 
sosial, karena mereka ''dicap" sebagai orangjahat, dan karenanya 
perlu dicurigai. Sikap masyarakat yang curiga terhadap narapi­
dana, dapat dikatakan sebagai pengaruh cara pandang 
masyarakat yang melihat hukuman sebagai alat untuk membalas 
perbuatan jahat si pelaku tindak pidana. Pernbalasan dianggap 
sebagai unsur yang penting apabila terjadi perbuatan yang 
me.langgar hukum. Kemungkinan ada kcpuasan tersendiri bagi 
masynrakat andaikata pelaku kejahatan itu dihukum sangat 
be rat. Dalarn kasus perampokan dan perkosaan yang ferjadi baru­
bant ini di daerah Bekasi, pada umumnya masyarakat yang 
menB"etnhui kasus tersebut menghcndakj agar pelaku tindak pi­
dana tersebut dijatuhi hukuman yang berat, bahkan ada yang 
meneriakkan agar dijatuhi hukuman mati. Masyarakat telah 
emosi sedemikian rupa, sehingga beranggapan bahwa dengan 
menjatu.hkan hukurnan yang berat persoalan telah selesai. 

Memang harus diokui bahwa dalam stelsel hukum pidana 
kita sebagaimana diatur di dalam pasallO KUHP, terdapat salah 
saht jenis pidana ya!'e; mengandung unsur pembalasan yaitu 
pidana mati. Kemunl)kinan sikap pembentuk undang-undang 
inilah barangkali yang masih diikuli sebagian rna~yarakat, yang 
menganggap bahwa tujuan dari hukurnan adalah sebagai pem­
balasan alas perbuatan jahat seseorang. sebenarnya tidak ada 
jaminan sama sekali, bahwa kejahatan akan berkurang andaikata 
pelaku dijatuhi hukuman yang berat. Teori "Psychologische 
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Dwang" (paksaan psikologis) yang diperkenalkan oleh Anselmn 
von Feuerbach sebagai prevensi kejahatan, day a berlakunya akan 
sangat tergantung pada kesadaran dan kepatuhan hukum se­
seorang. Walaupun pasal-pasal dalam Kitab Undnng-undang Pi­
dana sarat dengan ancaman hukuman yang berat, haJ tersebut 
tidak menjam in seseorang tidak akan melak ukan perbua tan yang 
melanggar hukum. Rasanya sulit untuk mengatakan kejahatan 
akan berkurang andaikata pelaku tindak pidana dijatuhi huku­
man yang berat, sebab bukankah masih ada pelaku tindak pidana 
yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan dengan 
pidana mati sementara pidana mati tersebut secara tegas tercan­
tum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ? Bukankah 
penjahat kambuhan sudah mengetahui sebelumnya bahwa jika 
dia melakukan kejahatan akan dihukum ? Dengan demikian 
menmut hemat saya, persoalannya bukan lagi mempersoalkan 
ancaman hukuman yang berat, akan tetapi harus membahas 
masalah-masalah yang berkaitan dengan nilai-n'ilai sosial, 
budaya dan struktur (sobural) dari masyarakat. Menurut hemat 
saya, masalah sosial, budaya dan struktural tersebut perlu di­
angkat kepermukaan, sebab bagaimanapun harus diakui kita 
hidup dalam masyarakat yang heterogen, di mana pemahaman 
dan pengamalankita mengenai kaidah-kaidah sosial, budaya dcm 
struktural tersebut tidak sama, sehingga ada kemungkinan dapat 
mengganggu proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagai­
mana pentingnya permasalahan nilai-nilai sosial, budaya dan 
struktural dalam kehidupan bermasyarakat, J.E. Sahetapy 
menulis sebagai berikut: 

idenlisme yang tidak berakar dalam kenyatann SOBURAL negara 
dan bangsa yang bersangkutan merupakan suatu impian.13 

Saya mendapat kesan bahwa nilai-nilai sosial masyarakat 
klta dewasa ini telah mengalami pergeseran. Kalau semula nilai­
nilai sosial masyarakat kita lebih diwarnai rasa solid'!ritas dan 
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, .. 

kepedulian sosial yang tinggi, maka dewasa ini lebih diwarnai 
sikap yang tidak peduli terhadap sesama, sehingga tidak 
mengherankan andaikata setiap saat kita mendengar terjadinya 
konflik sosial. Demikian juga halnya mengenai pengaruh budaya 
asing, tidak saja mengakibatkan masyarakat kehilangan identitas 
kultural akan tetapi dapat membawa masyarakat ke alam pemiki­
ran yang tidak sehat. Bentuk-bentuk kejahatan dan teknik-teknik 
kejahatan yang terjadi dewasa ini tidak sepenuhnya kreasi dari 
para penjahat di negara kita, melainkan dipengaruhi juga budaya 
dan teknologi negara lain, baik melalui tayangan di televisi mau­
pun mass media lainnya. Oleh karena terjadinya kejahatan terse­
but- dipengaruhi juga faktor-faktor yang berada di luar diri si 
pelaku tindak pidaana, maka sudah sepantasnya "hukuman" 
tersebut jangan dianggap sekedar pembalasan atas perbuatan 
seseorang yang melanggar hukum. Menjatuhkan hukuman tidak 
dimaksudkan membunuh masa depan pelaku tindak pidana, 
akan tetapi dimaksudkan untuk mendidik yang bersangkutan 
agar menyadari kesalahannya. 

Para penganut teori utilitarian (reductivism) tidak mengang­
gap hukuman sebagai pembalasan, akan tetapi sebagai sarana 
pembinaan dan sarana perlindungan terhadap masyarakat. Lebih 
lanjut mereka mengatakan bahwa tidak ada manfaatnya men­
jatuhkan hukuman (penderitaan) bagi seseorang apabila yang 
bersangkutan tidak lebih baik. Dengan perkataan lain, pen­
jatuhan hukuman itu harus diupayakan sedemikian rupa agar 
bermanfaat bagi pembinaan narapidana. Hukuman dijatuhkan 
bukan "karena orang melakukan kejahatan" melainkan supaya 
orang jangan melakukan kejahatan. Jeremy Benthan (1748-] 832) 
sebagai pelopor teori utilitarian, malah mengungkapkan diwu­
judkannya "the greatest happines of the greatest number of peo­
ple". Oleh karena di dalam Kitab Undang-undanghukurn Pidana 
tidak ada penga turan mengenai tujuan pemidanaan, maka sudah 
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barang tentu para hakim tidak mempunyai sudut pandang yang 
sama mengenai pemidanaan tersebut. Tidak adanya sudut pan­
dang yang sama mengenai tujuan pemidanaan tersebut me­
ngakibatkan terjadinya disparitas pidana. Sudut pandang yang 
sama mengenai tujuan hukuman sangat diperlukan oleh hakim 
di dalam ·menentukan berat ringannya hukuman. Menjatuhkan 
hukuman tidak sekedar mengetahui minimal dan maksimal 
hukuman yang dit tapkan di datam undang-undang, melainkan 
juga ·harus memperhatikan berbagai : ktor seperti antara lain, 
motivasi si pelaku kejahatan, pengaruh hukuman pada pelaku 
yang bersangkutan dan terhadap korban atau keluarga korban 
serta masyarakat. Menjatuhkan hukuman tanpa memperhati.kan 
hal-hal yang disebutkan di atas dapat mengakibatkan hal-hal 
yang tidak kita inginkan sebagaimana ditulis oleh Roeslan Saleh 
berikut: 

dan suatu pidana yang ditimpakan setelah mengadakan suatu 
penyelesaian tanpa memperhatikan diri dari 'orang ran~4 ber­
perkara akan merupakan suatu penghancuran masa depan. 

Sebenarnya polisi dan jaksapun dalam melaksanakan tugas 
mereka yang ada kaitannya dengan pelaku kejahatan tidak boleh 
hanya melihat pelaku keja.hatan dari segi kejahatan saja. Sudut 
pandang yang demikian dapat mengak.ibatkan pelayanan yang 
kurang baik atas pelaku kejahatan yang bersangkutan. Polisi dan 
jaksa harus memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi 
pelaku dalam melakuk.an .kejahatannya, agar tidak terjadi intimi­
dasi terhadap pelaku pada saat pemeriksaan. Acapkali terjadi 
sangkalan terdakwa di pengadilan atns kebenaran isi Be rita Acara 
Pemeriksaan, karena sering dilakukan intimidasi bahkan pe­
mukulan terhadap terdakwa pada saat diperiksa penyidik. Tugas 
polisi tidak sekedar menjalankan hukum pi dana, akan tetapi juga 
harus memil<irkan bagaimana proses pelaksanaan hukum pidana 
yang bail< agar dapat menunjang sistem peradilan pi dana yang baik. 
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Dewasa ini perhatian dan pernikiran yang dicurahkan ter­
hadap rnasalah "tujuan pernidanaan" sudah merupakan bagian 
dari rencana pembentukan Kitab Undang-undang Hukurn Pi­
dana Nasional yang sedang dikaji oleh Tim Pengkajian Hukurn 
Pidana Departemen Kehakirnan Badan Pembinaan Hukurn 
Nasional. Didalam Naskah Rancangan KUHP baru Tahun 
1_991/1992 Departemen Kehakirnan Badan Pembinaan Hukurn 
Nasional, dicantumkan secara tegas rnengenai tujuan pemi­
danaan dan pedoman pemidanaan. Tujuan pemidanaan yang 
dirnaksud ditetapkan di dalarn pasal 51 Naskah Rancangan 
KUHP (Baru) sebagai berikut: 

(1) Pernidanaan bertujuan untuk: 

ke-1 rnencegah dilakukannya tindak pidana dengan me­
negakkan norma hukurn derni pengayoman masyarakat; 

ke-2 rnernasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pern­
binaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan 
berguna; 

ke-3 rnenyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak 
pidana, memulihkan keseirnbangan dan mendatangkan 
rasa damai dalarn masyarakat; 

!<e-4 rnernbebaskan rasa bersalah pad a terpidana . 

(2) Pernidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan 
tidak dipcrkenankan merendahkan martabat manusia. 

Dengan memperhaal<an rurnusan pasal 51 Naskah Ranca­
ngan KUHP (Baru) tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 
tujuan hukurnan tidak dimaksudkan sebagai balas dendarn ter­
hadap si pelaku akan teta pi an tara lain sebagai sarana pembina an. 

__ Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, sepantasnya kita 
pertanyakan rnasihkah kita rnemandang hukuman itu sebagai 
pernbalasal)_? Menurut hemat saya, dengan dicanturnkannya 
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tujuan pemidanaan di dalam pasal 51 Naskah Rancangan KUHP 
(Baru) terse but, telah terjadi pergeseran sudut pandang mengenai 
bagaimana cara kita melihat pelaku tin.dak pidana . Apabila dalam 
Kitab Undang-undang Httkum Pi dana yang b rJak u saat ini tidal< 
tercantum tujuan pemidanaan, hal tersebut dapa kita maklumi, 
rnengingat pemb ntukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
pad a rna sa itu adalah untuk kepentingan masyarakat yang terja­
jah, sehingga perbatian mengenai masalah-masalah yang m -
nyangkut individualisasi hukum pidana bellm1 mendapat perha­
tian atau mungkin dilupakan. Pen rapan hukum pidana, s -
baiknya berorientasi pada si pelaku kejahatan yangbersangkutan 
jangan hanya terfokus pada perbuatannya, karena pemidanaan 
tidak dimaksudkan untuk menderitakan si pelaklt kejahatan. 

Selain mencantumkam tujuan pemidanaan juga didalam 
pasal52 Naskah Rancangan KUHP (Baru) tersebut dicantumkan 
peP-oman pemida.naan yang harus dipertimbangkan,olah hakim 
yaihl.: 

(1) Dalam pemidanaan hakim wajib mampertimbangkan: 
ke-1 kesalahan pembuat; 
ke-2 motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana; 
ke-3 cara melakukan tindak pidana; 
ke-4 sikap batin pembuat; 
ke-5 riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi si pembuat; 
ke-6 sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak 

pi dana; 
ke-7 pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; 
ke-8 pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang 
· dilakukan; 

ke-9 pengaruh tindakan pidana terhadap korban.atau 
keluarga korba , ~- -
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ke-10 apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana. 

(2) Jika hakirn rnernandang perlu, sehubungan dengan ringan­
nya perbuatan, keadaan pribadi dari pernbuat atau keadaan 
pada waktu dilakukannya perbuatan atau yang terjadi ke­
rnudian, hakirn dapat mernberi rnaaf kepada si pembuat 
dengan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun 
dengan mempertimbangkam segi keadilan dan kemanu­
siaan. 

Apabila pasal 52 Naskah Rancangan KUHP (Baru) tersebut 
disahkan menjadi undang-undang, (harapan kita tentu demikian) 
akan sangat memudahkan hakim dalam rnemproses dan mene­
tapkan putusan serta dapat membantu hakim menyusun pertim­
bangan pelbagai hal yang ditetapkan dalam pasal 52 Naskah 
Rancangan KUHP (Baru) tersebut,maka faktor subyektifitas 
dalam menetapkan berat ringannya hukuman dapat diatasi. 
Hakim perlu memahami secara keseluruhan pelbagai syarat yang 
ditetapkan dalam pasal 52 Naskah Rancangan KUHP (Baru) 
tersebut, agar hakim dapat menetapkan putusan yang tidak 
merugikan pelaku tidak pi dana, korban ataupun keluarga korban 
yang bersangkutan. Hakim juga perlu juga memahami "sistem 
peradilan pidan a"(criminal justice system) yang menjelaskan 
fungsi hukum pidana dan bagaimana penerapan hukum pidana 
itu dalam praktek. Dengan memahami sistem peradilan pidana 
berarti memahami mekanisme bekerjanya seluruh komponen 
yang ada, mulai dari seseorang menjadi tersangka, kemudian 
terdakwa dan akhirnya terpidana, serta lembaga mana saja yang 
terkait dengan sistem peradilan pidana seperti: kepolisian, kejak­
saan,pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebaiknya mem-­
punyai sudut pandang yang sama mengenai tujuan pemidanaan. 
Oleh karena sistem peradilan pidana itu berproses dalam 
masyarakat rnaka sernua lembaga yang terkait harus mernperha-
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tikan perkembangan di berbagai bidang yang dapat mempe­
ngaruhi kehidupan masyarakat dan sistem peradilan pidana 
tersebut seperti ditulis oleh J.W. LaPatra berikut: 

many different societal system have an impact on an individual 
before he has contact with the criminal system. He is born with 
certain mental and physical abilities and particular tendencies that 
may be inherited. In the course of his life he comes in contact with 
various group, such as the family, wich play important roles in his 
life, other societal system economic, educational, technological, aod 
political, among others have a substan!> al influence on his life.b 

Pelaksanaan sistem peradilan pidana yang sungguh-sung-
guh dan baik akan dapat membantu proses pelaksanaan hukum 
pidana secara baik, sehingga tidak akan menimbulkan berbagai 
tanda tanya atau reaksi dari berbagai pihak. 

Herbert L. Packer dalam bukunya The Limits of The Criminal 
sanction memeperkenalkan dua t:nodel mengenai sistem peradi­
lan pidana, yaitu: Due Process Model dan Crime Control Model. 
The Crime Control Model mengutamakan efisiensi dalam 
pencegahan kejahatan, artinya menampilkan kemainpuan p.hak 
yang berwenang untuk mencari pelaku kejahatan, melakukan 
penahanan da·n pemidanaan. Oleh karena Crime Control Model 
tersebut mengutamakan efisiensi dalam pencegahan kejahatan, 
maka model tersebut dinamakan juga sistem 'ban berjalan" (as­
sembly line conveyor belt system). Dengan mengandalkan pada 
sistem ban berjalan tersebut sudah barang tentu akan muncul 
tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang yang disangka 
melakukan kejahatan. Apabila sistem ban berjalan (assembly lil'le 
c2nveyor belt) dibandingkan dengan pasal 17 Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut tidak 
dianut dinegara kita, oleh karena penangkapan terhadap se­
seorang menurut pasal tersebut, hanya dimungkinkan apabila 
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ada dugaan keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan 
bukti yang cukup. Dalatn praktek acapkali terdapat tindakan-tin­
dakan yang bertentangan dengan hukum, pada saat petugas 
melakukan penangkapan, penahanan terhadap seseorang yang 
diduga melakukan tindak pidana. Rupanya pembentuk Undang­
undang sudah menyadari jauh hari sebelumnya akan terjadi 
penyimpangan-penyimpangan pada saat petugas melakukan 
penangkilpan, penahanan, dan penuntutan, sehingga ada pe­
ngaturan mengenai pertanggungjawaban pihak yang berwajib 
melalui praperadilan. 

Berbeda dengan sistem Crime Control Model, maka sistem 
Due Procces Model didasarkan pada suatu "an obstacle course" 
(suatu rintangan). Dengan adanya suatu "obstacle course", maka 
petugas dalam melaksanakan tugasnya tidak rnengejar suatu 
target, melainkan melakukan suatu tindakan yang didasarkan 
pada suatu aturan yang berlaku. Sesuai denganq.1musan pasal17 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara 
Pidana, Jelaslah bahwa sistem yang dianut adalah Due Procces 
Model. 

Strategi pembinaan narapidana 

Perhatian terhadap narapidana di berbagai negara mulai 
berkembang terutama setelah ditetapkannya "Standard Mini­
mum Rules for the treatment of offenders" dalam salah satu 
kongres Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai The Prevention of 
Crime and the Treatm ~nt of Offenders tahun 1955. Di dalam 
Standard Minimum Rules for the Treatment of Offenders tersebut 
antara lain ditentukan:"tidak diperkenankan untuk memper­
lakukan nara pi dana a tas dasar perbedaan etnis, aga rna dan status 
sosial narapidana". Dengan demikian pembinaan terhadap 
nanipidana harus.didasarkan pada prinsip persamaan tanpa pan­
dang bulu. Perlakuan khusus terhadap narapidna hanya 
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dimungkinkan jika ternyata secara tegas diatur di dalam Undang­
undang. Pembinaan narapidana yang tidak didasarkan pada asas 
persamaan, selain menimbulkan kecemburuan sosial di antara 
sesama narapidana juga mengakibatkan terjadinya hal-hal yang 
tidak kita harapkan seperti kaburnya narapidana dari Lembaga 
Pemasyarak~tan. 

Sebelum bedak:tmya Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 12 T~hun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pola pembinaan 
di negara kita 9.:iQasarkan pada Gesticht~n Reglement (Reglemen 
E~11jara) Stb 1917 Nomor 708, yang oleh para akhli hukum telah· 
dianggap ketinggalan zaman karena tidak mencerminkan nilai­
nilai kemanusiaan. Jiwa yang terkandung di dalam Gestichten 
Reglement tersebut adalah pelaksanaan hukuman bukan pelak­
sanaan pembinaan. Peraturan- peraturan dan lembaga-lembaga 
yang dipergunakan untuk pembinaan narapidana sangat erat 
kaitannya dengan perkembanga;n pemikiran masyarakat yang 
bersangkutan mengenai tujuan pemidanaan. Masyarakat yang 
mempertahankan pembalasan sebagai tujuan pemidanaan akan 
melahirkan perlakuan yang kurang manusiawi dan sikap yang 
curiga terhadap narapidana, sedangkan masyarakat yang me­
nganggap tuj\.tan pemidanaan adalah pembinaan, akan mela­
hirkan perlakuan yang menghormati para narapidana yang ber­
sangkutan. Dengan demikian, pelaksanaan pidana penjara akan 
sangat tergantung pada cara pandang kita pada tujuan pemi­
danaan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah serta 
kelengkapan dari berbagai sarana. p~laksanaan pidana penjara 
yang tidak berorientasi pada rulai- nilai kemanusiaan akan meng­
hambat proses integrasi sosial. Pembinaan yang cenderung 

_menggunakan '~Security Approach" daripada "Treatment Ap­
proach", akan menimbulkan kesan bahwa para narapidana 
adalah orang-orartg yang dicurigai. 

Menyadari belum samanya sudut pandang masyarakat ter-
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hadap narapidana dan_ masih banyak tindakan-tindakan yang 
tidak pada tempatnya terhadap narapidana mengakibatkan SA-

--r HARDJO pada tanggal5 Juli 1963 ketika menerima doktor hono­
ris causa dari Universitas Indonesia terdorong untuk menyatakan 
an tara lain: " ... tuj uan pi dana penjara adalah pemasyaraka tan". 
Pengguna·an kata "pemasyarakatart" adalah untuk menggantikan 
kata "penjara", dengan suatu harapan agar pembinaan narapi­
dana tersebut bernafaskan nilai-nilai Pansila serta situasi dan 
kondisi narapidana yang bersangkutan. Walaupun narapidana 
tersebut adalah orang-orang yang tersesat, namun mereka juga 
berhak mendapat perlindungan, sesuai harkat dan martabatnya. 
Walaupun istilah pemasyarakatan sudah muncul tanggal 5 Juli 
1963, namun prinsip-prinsip mengenai pembinaan narapidana 
yang bernafaskan Pancasila baru dirumuskan pada tanggal 27 
April1964 dalam konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di 
Lembang Jawa Barat yang isinya sebagai berikut : 

1. ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat men­
jalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan 
berguna; 

2. penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh 
negara. Ini berarti bahwa tidak boleh ada penyiksaan ter­
hadap narapidana dan anak didik, baik yang berupa tin­
dakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun 
penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapi­
dana dan anak di·1;k hendaknya hanyalah dihilangkannya 
kemerdekaannya untuk bergerak dalam masyarakat bebas; 

3. berikan bimbingan, bukan penyiksaan, supaya mereka ber­
tobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma­
norma hidup dan kehidupan, dan sertakan rnereka dalarn 
kegiatan-kegiatan sosial untuk menubuhkan rasa hidup ke­
masyarakatannya; 
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@ negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk 
atau lebih jahat daripada sebelumnya dijatuhi pidana, misal­
nya dengan mencampurbaurkan narapidana dan anak didik, 
yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan, 

~- $ dan sebagainya; 

\5. selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana 
'"-~ dan anak didik harus diperkenalkan dengan dan tidak boleh 

diasingkan dari masyarakat. An~: '."a lain kontak dengan 
masyarakat dapa t terjelma dalam bentuk kunjungan, hi bur an 
ke dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota-anggota 
masyarakat bebas ·dan kesempatan yang lebih banyak untuk 
berkumpul bersama sahabat dan keluarga; 

6. pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik 
tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh 
diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan 
atau kepentingan negara pada waktu-waktu tertentu saja. 
Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan yang 
ada di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, um­
pamanya usaha meningkatkan produksi pangan; 

, · 7. / bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana 
· -. · dan anak didik harus berdasarkan pancasila. Antara lain ini 

berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan jiwa kego­
tong-royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, di sam ping 
pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan 
ibadah agar memperoleh kekuatan spiritual; 

_ _...---) 

/ 8. 1 narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang terse­
sat adalah manusia. Martabatnya dan perasaannya sebagai 
manusia harus dihormati; 

, 9.' narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang 
' 
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kemerdekaan seb.agai satu-satunya derita yang dapat 
/ \ dialaminya; 
1 10., disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat men­

dukung rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem 
pemasyarakatan. 

Kesepuluh prinsip yang dltetapkan dalam konferensi Lem­
oang tersebut merupakan rambu-rambu yang harus di jalankan 
ole.h petugas lembaga pemasyarakatan demi mengembalikan 
rasa harga diri narapidana dan mempersiapkan mereka untuk 
bisa hidup bermasyarakat dengan baik. Proses pembinaan 
r1arapidana memerlukan dukungan dari berbagai p.ihak terutama 
masyarakat sebagai tempat akhir narapidana melanjutkan ke­
hidupan dan penghidupannya. Prinsip-prinsip pemasyarakatan · / 
yang dihasilkan dalam konferensi Lembang tersebut ternyata 
ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Bina 
Tuna Warga Nomor KP.l0.13/3/1 tanggal 8 Februari 196.f), 
mengenai tahc p pembinaan narapidana. Secara gar is besar taha p-
ta hap pembinaan yang dimaksud ialah: 

1. tahap pertama, yaitu suatu tahap pembinaan awal atau juga 
disebut tahap admisi a tau orientasi. Dalam tahap lni berbagal 
hal yang menyangkut identitas narapidana dikumpulkan 
sebagai bahan untuk menentukan program pembinaan ter­
hadap narapidana yang bersangkutan. Narapidana tetap 
dalam pengawasan yang maksimum (maksimum security); 

2. tahap kedua, yaitu tahap pembinaan lanjutan yang disebut 
medium security. Narapidana yang telah menjalani 1/3 dari 
masa pidana yang sebenarnya dan apabila berkelakuan baik 
maka terhadap narapidana yang bersangkutan ditempatkan 
dalam suatu pengawasan yang longgar; 

3. tahap ketiga, yaitu tahap lanjutan yang disebut tahap asimi-
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lasi. Tahap asimilasi diberikan kepada narapidana yang telah 
menjalani masa pidana 1/2 dari masa pidana yang se­
benarnya. Narapidana diperkenankan mengadakan hubu­
ngan dengan masyarakat luar dengan pengawasan petugas 
lembaga pemasyarakatan; 

4. tahap ke'empat, yaitu tahap pembebasan bersyarat. Pembe­
basan bersyarat diberikan kepada narapidana apabila 
berkelakuan baik dan telah menjah1 Li 2/3 dari masa pidana 
yang sebenarnya dan sekurang-kurangnya 9 bulan. 

Tahap-tahap pernbinaan nar<tpidana yang dikemukakan di 
atas, merupakan sa~ana ~agi pett!gas lembaga pemasyarakatan 
untuk mengawasi tingkat perkembangan kesadaran narapidana 
yang bersangkutan. Tingkat perl<embangan kesadaran narapi­
dana tersebut merupakan salah satu faktor yang penting untuk 
menentukan model pembinaan bagi narapidana tersebut. Pembi­
h"1mn narapidana harus memperhatika1:1_ latar bela]<ang narapi- · 
dan_a, seperti antara lain: tingkat pendidikan dan tingkat sosial 
ekonomi agar tujuan pembinaan dapat diwujudkan dengan baik. 
Narapidana perlu dibekali dengan berbagai keterampilan dan 
perlu di libatkan dalam berbagai kegiatan sosial agar dapa t 
rrienumbuhkan rasa percaya diri narapidana dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Harus diupayakan sedemikian rupa 
agar narapidana tidak mengalami kesulitan menjalani kehidu­
pannya di masyarakat. Tingkat perkembangan pembangunan 
dan cara pandang masyarakat terhadap narapidana perlu men­
jadi perhatian dalam menentukan model-model pembinaan. Se­
bagaimana kita pahami bersama bahwa pemerintah telah 
berupaya membina narapidana dengan berbagai cara seperti: 
pembinaan di bidang rokhani, pembinaan di bidang keteram­
pilan, namun di lain pihak masih ada sebagian masyarakat yang 
tidak perduli, yang menaruh curiga, bahkan tidak mau menerima 
narapidana tersebut. Bagaimanapun harus diakui bahwa narapi-
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dana tersebut adala~ bagian yang tidak terpisahkan dari 
rnasyarakat, oleh karena itu keterlibatan rnasyarakat dalarn 
rnengembalikan narapidana ke jalan yang benar rnutlak diper­
lukan. Andaikata rnasyarakat tidak ambil bagian dalarn pernbi­
naan masyarakat, rnaka, narapidana tersebut akan bergabung 
dengan kelompoknya rnelakukan kejahatan. Tentang tanggung 
jawab masyarakat mengenai pembinaan narapidana kiranya 
perlu memperhatikan tulisan R.A. Koesnoen berikut: 

masyarakat harus menampung para narapidana yang baru keluar 
dari penjara, memimpin dan membimbingnya, hingga dapat 
menghadapi segala kesulitan hid up bermasyarakat dengan tabah, 
aman, tentram dan tenang. Jadi usaha politik kriminal harus dise­
lenggarakan secara bersambung, yang semuanya merupakan satu 
kesatuan gerak yang padat berdasarkan satu a~as dan menuju 
keara h satu tujuan, mulni dari usaha Kepolisjan, Kejaksaan, Pe­
ngadilan, Kepenjaraan, dan akhimya masyarnkat.16 

Se.hubungan dengan gagasan ynag dikemukakan oleh R.A. 
Koesnoen di atas, patut dipertanyakan apakah masyarakat kita 
sudah siap untuk rnelaksanakannya ? Jawabannya ada pada diri 
kita masing-masing. Masyarakat harus membuka diri terhadap 
bekas narapidana dengan memberikan bantuan semaksimal 
mungkin. Pelbagai sikap masyarakat seperti: menaruh curiga dan 
mengasingkan narapidana dari pergaulan sosial, rnernbuat kesan 
seolah-olah masyarakat tidak pernah melakukan kesalahan. 
Pokok pikiran yang dikemukakan oleh Menteri Kehakiman Re­
publik Indonesia Bapa! 0etoyo Usman S.H. dalarn harian Korn­
pas tanggal 28 Maret 1993, yang berbunyi bahwa: "ternbok 
lembaga pemasyarakatan jangan lagi jadi ternbok psikologis. 
Tembok lembaga pemasyarakatan hendaknya diartikan sebagai 
tembok fisik saja, setlangkan secara psikologis tidak ada lagi 
ternbok yang membatasi narapidana dengan masyarakat", patut 
direnungkan secara sungguh-sungguh. Sikap masyarakat yang 
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tidak rnau rnelupakan kesalahan dari narapidana, bukan saja 
rnerupakan kenndala bagi petugas lernbaga pernasyarakatan 
dalarn pernbinaan narapidana akan tetapi dapat rnerupakan an­
carnan bagi rnasyarakat yang bersangkutan. Mernbiarkan narapi­
dana dalarn kondisi yang terasing tidak akan rnenyelesaikan 
perrnasalahan, bahkan rnenirnbulkan persoalan baru yaitu rnun­
culnya sikap tidak percaya terhadap rnasyarakat. Pernbinaan ter­
hadap narapidana tidak akan ada ujung pangkalnya, andaikata 
masyarakat berpegang pada perneo: "sekupang pernbeli kerne­
nyan setali pernbeli ketaya, sekali lancung keujian seurnur hidup 
orang tidak percaya". 

Acapkali narapidana tersebut setelah keluar dari lembaga 
pernasyarakatan melakukan tindak pida.na karena mengalami 
kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kesulitan rnendapatkan pe­
kerjaan tidak saja karena lowongan peke:rjaan yang semakin ter­
batas, akan tetapi juga karena s.ikap para narapidana yang enggan 
bekerja di daerah pedesaan, serta diperusahaan-perusahan ter­
tentu mensyaratkan adanya "surat }<eterangan berkelakuan baik" 
dari pihak kepolisian. Barangkali perlu dipertimbangkan untuk 
mentransrnigrasikan para narapidana ke daerah-daerah yang 
memungkinl«in mereka bisa hidup sebagairnana layaknya. Para 
narapidana harus rnenyadari sepenuhnya bahwa dengan penge­
tahuan dan keterampilan yang terbatas akan rnengalami kesuli­
tan untuk rnendapatkan pekerjaan didaerah perkotaan. Dernikian 
juga halnya dengan "surat keterangan berkelakuan baik" hen­
daknya diberikan pihak kepolisian kepada mantan narapidana 
setelah rnendapatkan rekomendasi dari lernbaga pe­
masyarakatan. 

Penutup 

Walaupun pada prinsipnya masyarakat rnernpunyai per­
anan yang sangat strategis dalam pernbinaan narapidana, namun 
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dalam keny tnannya peranan masyarakat tidak sesuai dengan 
apa yang diharapkan. Pernbinaan narapidana dengan berbagai 
cara, tidak dimaksudkan untuk memanjakan para narapidana 
yang bersangkutan, melainkan salah satu upaya pemerintah me­
nekan lajunya pertumbuhan kejahatan; Perkembangan kejahatan 
baik kualitas maupun kuantitas akan sangat mengganggu ke­
hidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu kita harus 
oerupaya untuk menanggulanginya sedini mungkin. Semoga 
berhasil. 

(Wi thout a job and without the hope of finding a job, the ex-inmate 
readily and under tmLdnbly returns to crime. Hilton Rivet) 
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